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PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 136 TAHUN 2010
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PENGELOLA KEBERSIHAN FESISIR DAN PANTAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINS! DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang

Mengingat

bahwa sesuai ketentuan Pasal 149 Peraturan Daerah Nomor 10
Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Pasal 45
Peraturan Gubernur Nomor 11 Tzhun 2009 tentang Omganisasi dan
Tata Kerja Dinas Kebersihan, periu menetapkan Peraturan Gubemur
tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kena Unit Pengelola

Kebersihan Pesisir dan Pantai;

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tenmlang Pokok-pokok
Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 43 Tahun 1999:

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

MNegara;

4. Undang-Undang Momor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan;

5 Undang-Undang Nemor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara:

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemenntahan
Dasrah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008

7. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan
Provinsi Daerah Khusus ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara

Kesatuan Republik Indonesia;
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1.
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17.
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Undang-Undang Nomer 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan
Sampah;

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pelestarian dan
Pengelolaan Lingkungan Hidun;

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah:

Peraturan Pemeriniah Nomaor § Tahun 2006 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/Daerah, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemeriniah Nomor 38 Tahun 2008,

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kineria Instanst Pemerintah;

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Dasrah Kabupaten/Kota;

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan
Uang Negara/Daerah;

Peraturan Pemerintah Nemor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkal Daerah;

Peraturan Menteri Dalain Negen Nomar 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagamana telah

diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Neger Nomor 59
Tahun 2007,

Peraturan Menteri Dalam Negen Momor 45 Tahun 2008 tentang

Pola Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta;

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1988 tentang Pengelolaan
Kebersihan di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi
Perangkat Dzerah;

Peraturan Gubemur Nomor 131 Tahun 2009 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Dinas Kebersihan;

MEMUTUSKAN :

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PCMBENTUKAN ORGANISASI

DAN TATA KERJA UNIT FENGELOLA KEBERSIHAN PESISIR DAN
PANTAL

BAB |
KETENTUAN UMUIR
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yana dimaksud dengan
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14.

15.
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. Daerzh adalah Provins: Dacrah Khusus [bukota Jakarta.

Pemerintah Daerah adalah Gubemnur dan Perangkal Daerah sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Gubermur adalah Kepala Daeran Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta.

Sakretariat Daerah adalah Sekretarial Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta.

Badan Pengeloia Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkal BPKD
adalzh Badan Pengeloia Keuangan Daerah Provinst Daerah Khusus
Ibukota Jakara.

Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah
Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakaria

Biro Organisasi dan Tatalaksana yang selanjutnya disebut Biro Ortala
adalah Biro Organisasi dan Tataloksana Sekretaniat Daerah.

Dinas adalah Dinas Xebersihan Provinst Daerah Khusus Thukota
Jakaria.

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kebersihan Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakaria.

Kabupaten adalah Kabupaten Administrasi Kepulauan Senbu

Unit Pengelola Kebersihan Pesisir dan Pantai adalah Unit Pengelola
Kebersihan Pesisir dan Pantai Dinas Kebersihan,

Kepala Unit adalah Kapala Unit Pengelola Kebersihan Pesisir dan
Pantai

Pesisir adalah Tanah datar sekilar pantai di Kepulavan Seribu dan
Teluk Jakarta,

Pantai adalah Pertemuan antara daratan dan lautan di wilayah
Kepulauan Senbu dan Teluk Jakarta dalam radius 1 mil (1800 m) laut

Teluk Jakarta adalah Teluk Jakarta yvang masuk tertori Provinsi

Daerah Khusus lhukotz Jakarta di wilayah Jakarda Utara dan Jakarta
Barat

Muara adalah Pentemuan aliran sungai dengan laut sampai dengan
batas 1 mil (1800 m) ke laut di Teluk Jakarta.

Sampah adalah Sisa kegialan sehari-han oleh manusia dan/atau
proses alam yang berbentuk padat termasuk yang bersumber dan
makhiuk hidup.
BAD I
PEMBENTUKAN
Pasal 2

Dengan Peraturan Gubemur ini dibentuk Unit Pengelola Kebersihan
Pesisir dan Pantai.
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BAE I
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 3

Unit Pengelola Kebersihan Pesisir dan Pantai merupakan Unil
Pelaksana Teknis Dinas Kebersihan dalam pelaksanaan pengelolaan
kebersihan pesisir dan pantai pulau-pulau di Kabupaten Administrasi
Kepulauan Seribu, pesisir dan pantai utara Jakarta serta muara 13
(tiga belas) sungai di Teluk Jakarla.

Unit Pengelola Kebersihan Pesisir dan Pantai dipimpin oleh seorang
Kepala Unit yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Khusus dalam pelaksanaan pengelolzan kebersihan pesisir dan
panta pulau-pulau di Kepulauan Sernbu Kepala Unit sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan cleh Kabupaten melalui
Asislen Perekonomicn, Adminis'rasi dan Pembangunan Sekretans
Kabupaten.

Paszl 4

Unit Pengelola Kebersihan Pesisir dan Pantai mempunyai tugas
melzaksanakan pengelolazn kebersihan pesisir dan pantai pulau-pulau
di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, pesisir dan pantai utara
Jakarta serta muara 13 (lica belas) sungai di Teluk Jakana.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Unit Pengelola Kebersihan Pesisir dan Panlai mempunyal fungsi

a. penyusunan Rencana Kefja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen
Peiaksanaan Anggaran (DPA) Unit Pengelola Kebersihan Pesisir
dan Pantai;

b. pelaksanaan Dokumen Pelaksanzan Anggaran (DPA) Unit
Pengelola Kebersihan Pesisir dan Pantai;

€. penyusunan rencana strategis Unit Pengelola Kebersihan Pesisir
dan Panlai;

d. penanganan sampah pesisir dan pantai pulau-pulau di Kepulauan
Seribu, pesisir dan pantai utara Jakarta serta muara 13 (tiga
balas) sungai di Teluk Jakarta;

e. pengaturan dan pelaksanaan kegiatan pengangkutan sampah
pesisir dan pantai pulsu-pulsu di Kepulauan Senbu, pesisir dan
pantai ulara Jakarla serla muara 13 (tiga belas) sungai di Teluk
Jakarta,

f. pelaksanaan penyediaan prasarana dan sarana kena teknis
kebersihan pesisir dan pantai pulau-pulau di Kepulauan Seribu,
pesisir dan pantai utara Jakaria seri2 muara 13 (tiga belas) sungai
di Teluk Jakarta;

g. pelaksanaan penggunaan prasarana dan sarana kerja tekris
sampah pesisir dan pantai pulau-pulau di Kepulauan Seribu,
pesisir dan pantai ulara Jakaria seriz muara 13 (tiga belas) sungai
di Teluk Jakarta;

h. pengolahan sampah pesisir ¢an pantal pulau-pulau di Kepulauan
Seribu, pesisir dan pantai ulara Jakaria serta muara 13 (tiga
belas) sungai di Teluk Jakarta dengan menggunakan teknologi
yang ramah lingkungan;
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polaksanaan koordinasi dan kerra sama dengan Satuan Kerja
Parangkat Daerah, Unit Kenia Perangkat Daerah dan Inslansi
terkait dalam rangka pelaksanaan penanganan sampah pesisir
dan pantai pulau pulaw di Kepulauan Senbu, pesisir dan pantai
utara Jakaria seriz muara 13 (tiga belas) sungai di Teluk Jakarna:
pelaksanaar pencawasan dan pengendalian kebersihan pesisir
dan panlai pulau-pulau di Kepulauan Seribu, pesisir dan pantai
u‘ara Jakaria seria musra 13 (liga belas) sungai di Teluk Jakarta
dengan Saivan Kera Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat
Daerah dan Instansi terkait;

pelaksanaan kegistan moniloring dan evaluasi penanganan
sampah posisic dan pantai pulau-pulau di Kepulavan Seribu,
pasisir dan pantai utara Jakaria serta muara 13 (tiga belas) sungai
di Teluk Jakarta;

pelaksanaan pemebharaan dan perawatan prasarana dan sarana
kera teknis penanganan kebersihan pesisir dan pantal pulau-
pulau di Kepulausn Seribu, pesisir dan panlai utara Jakara serta
muara 13 (tiga belas) sungai di Teluk Jakarta;

pelaksanaan publikasi kegiatan, pengaturan acara dan upacara
kantor;

pelaksanaan pengelolaan teknolog informasi;

pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang;

pelaksanaan kegiatan ketatausahaan dan rumah tangga;
penyusunan bahan pelaporan Dinas yang terkait dengan tugas
d=n fungsi Unit Prngelcia Kebersinan Pessir dan Pantai, dan
pelaporan dan perlanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi
Unit Pengelola Kebersihan Pesisic don Pantai.

(3) Lingkup pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pengelola Kebersihan
Pesisir dan Pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
untul pantai mebputi jarak pantai 1 mil (1800 m) ke laut.

BAEB IV
ORGANISASI
Eagian Kesalu

Susunan Organisasi

Pasal 5
(1) Susunan Organisasi Unit Pangelola Kebersihan Pesisir dan Pantai,
terdir dari ;
a, Kepala Unit;
b. Subbagian Tata Usaha,
c. Scksi Operasional,
d. Seksi Prasarana dan Sarana.

(2) Bagan Susunan Organisas: Unit Pengelola Kebersihan Pesisir dan
Pant:i sebagaimana tercantum dalam Lampiran | Peraturan Gubemur ini.



Bagian Kedua
Xepala Unit

Pasal 6

Kepala Unit mer punyal tugas :

a.

&

memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi
Unit Pengelola I|iebersihan Pesisir dan Pantai sebagaimana
dimaksud daiam Pasal 4;

mengoordinasikan pelaksanaan tugas Subbagian dan Seksi;
melaksanakzn koordinasi dan kerja sama dengan Satuan Kerja
Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkal Daersh danfatau pihak
terkail. dalam ranghka pelsksanaan tugas dan fungsi Unit Pengelola
Kebersihan Pasisir dan Pantai;

melaporkan dan mompertangoungawabkan pelaksanaan tugas dan
fungsi Unit Pengelola Kebersihan Pesisir dan Pantai

Bagian Ketiga
Subbagian Tata Usaha

Pasal 7

(1) Subbagian Tala U:cha merupakan Satuan Kera stafl dalam
pelaksanaan zdmmnisirasli Unit Pengelola Kebersihan Pesisir dan
Pantai.

2

(3)

Subbagian Tatz Uscha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian
yang berkedudukan ci bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Unit.

Subt:agian Tata Usaha mempunyai tugas :

a.

menyusun bahan Rencana Keriz dan Anggaran (RKA) dan
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Unit Pengelola
Kebersihan Pesisir dan Pantai sesuai dengan lingkup tugasnya;
melaksanakan Dokumoen Polaksanaan Anggaran (DPA) Unit
Pangelola Keber=ihan Masie dan Paniai sesuai dengan lingkup
tugasnya;

melaksanakan moniforing dan evaluasi pelaksanaan, Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA) Unit Pengelola Kebersihan Pesisir
dan Pantai;

mengoordinasikan penyusunan rencana strategis Unit Pengelola
Kebersihan Pesisir dan Pantay,

melaksanak=n pengelolzan kepegawaian, keuangan dan barang;
melaksanakan kegintan kerumahtanggaan, sural-menyural dan
kearsipan;

malaksanakan pemabhzraan dan perawalan prasarana dan sarana
kerja;

memefihara 2amznan, ketertiban, keindahan dan kebersihan kantor,
melaksanak=n peniungutan, panatausahaan, penyetoran, pelaporan
dan pertangzungj: waban retribusi sompah;
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melaksanakan pengelolzan teknologl informasi;

melaksanakon publikasi kegiatan, pengaturan acara dan upacara

Unit Pengeloia Kebersihan Pesisir dan Pantai,

I mencoordinasikan semvusunan laporan keuangan, kinerja, kegiatan
¢on £iuntabiitas Unit P=ngeloia Kebersihan Pesisir dan Pantai;

m. menyiapkan bahan lapcran Unit Pengelola Kebersihan Pesisir dan
Pantai yang lerkait dencan tugas Subbagian Tata Usaha, dan

n. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan Tugas

Subbagian Tata Usaha.

x v

Bagian Keempat
Se'tsi Opzrasional

Pas=al 8

Seksi Operasional memupakan Satuan Kera inl Unit Pengelola
Kebsrsihan Pesisir dan Panlai dalam pelaksanaan  kegiatan
operasional penanganan sampah.

Seksl Operasinonal dipimpin oleh soorang Kepala Seksi yang
berk=dudukan di bawzah dan bariinggung jawab kepada Kepala Unit.

Sek:i Operasional mempunyal Wgas

a. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Unit Pengelola Kebersihan
Pesisir dan Pantai sesuai dengan lingkup tugasnya;

b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Uni
Fengzlola Kebersihan Pesisic dan Pantai sesual dengan lingkup
tugasnya;

c. memantau kebersihan pesisir dan panlai pulau-pulau  di
Kepulavan Senbu, pesisir den pantai utara Jakarta serta muara
13 (liga beles) sungai di Teluk Jakaria secara terus menerus,;

d. melaksanakan penanganan kzbersihan pesisir dan pantai pulau-
pulau di Kepulauan Seribu, pesisir dan pantai ulara Jakarta serta
muara 13 (tioa belas) sungai di Teluk Jakarta;

e. melaksanakan pengqumnulan, pemilzhan dan pengangkutan serta
pengolahan sampsh sada pesisir dan pantai pulau-pulau di
Kepulauan Seribu, pesisir dan pantai utara Jakarta seta muara
13 (tiga belns) surcai di Teluk Jakarta;

{. mencatal volume penanganan sampah;

n. mealaksanaknn keordinasi dan kerja sama dengan Satuan Ketja
Ferangkat Daersh, Uni Kena Perangkat Daerah dan Instansi
ferkait dalam rangha pelaksanaan penanganan sampah pada pesisin
dan pantai nulau-pulau di Kepulauan Serbu, pesisir dan pantai
ulara Jakana serta mucra 13 (tiga be'as) sungai di Teluk Jakaria;

h. melaksanakan pengolahan sompah pesisir dan pantai pulau-pulau
i Kepulauan Seribu, pesisir dan pantai utara Jakarta, serta muara
13 (bga belas) sungai di Teluk Jakarta dengan menggunakan
teknologr yang ramzh lingkungan;



rolak.sanaken kegiatan pengowasan dan pengendalian kebersihan
pesisic dan pantal pulau-pulau di Kepulauan Senbu, pﬂﬁi_ﬁil’ dan
pantai utara Jakarta scria muara 12 (liga belas) sungal di Tchfk
Jakaria dengan Satucn Kera Perangkat Daerah, Unit Kena
Farangkat Daerah dan instansi terkait;

melaksanakan kegiatan koordinasi, monitoring dan evaluasi
penanganan kebersihan pesisit dan pantai pulau-puiau  di
F.epulauan Senbu. pesisit dan pantai utara Jakarta serta muara
13 (tiga betas) sungai ci Telul Jakarta;

mienyiapkan bahan laporan Unil Pengelola Kebersihan Pesisir dan
Faniai yang terkail dengan tugas Seksi Operasional; dan
malaporkan dan mempedanggungjawabkan pelaksanaan tugas
Saksi Operasional.

Bagian Kelima
Seisi Prasarana dan Sarana

Pas=2l 9

(1) Seks FPrasarena dan Serana mernupakan Satuan Kera lini Unit
Penczlola Kebersihan Pesisir dan Pantai dalam  pelaksanaan

kegictan pengololaan priosarana dan sarana tekmis penanganan
sam2zh.

(<)

(3)

Sekr Prasarana dan Sarana dpimpin oleh secorang Kepala Seksi
yano berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Unil

Sek<i Prasaran= dan Sarana mempunyai tugas :

a,

manyusun bahan Rencana Keria dan Anggaran (RKA) dan
Cokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Unit Pengelola
K =bersihan Pesisir dan Pantat sesuai dengan lingkup tugasnya,
melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Unit
Fengelola Kebersihan Pesisir dan Pantai sesuai dengan lingkup
tugasnya,

m2nvusun tancara kebuluhan penyediaan, pemeliharaan dan
perawatan prasarona dan sarana telinis penanganan sampah;

. mzlaksanakan poman'zuan dan evaluasi ketersediaan dan

kolaitan presarans dan sarana teknis penanganan sampah,
rroelalsanakan kepiatan penyediaan, pemeliharaan dan perawatan
prasarana dan sarona teknis penanganan sampah;

re2ialsanakan invenlarizasi, mencatat dan melaporkan prasarana
c2n s3rana cknis nenanganan sampah;

mealaksanakan  kegiatan  pengelolaan gudang penyimpanan
prasarana dan sarena teknis pananganan sampah,

mangajukan  penghapusan  prasarana  dan sarana  teknis
penanganan sampnh yang tidak laik pakai;

rmznyiapkan bahar laporan Unit Pengelola Kebersihan Pesisir dan
Fanlal yano ferke” derocan iuwgas Seksi Prasarana dan Sarana;
can

melaporkan dan memperanogungjawabkan pelaksanaan Tugas
ksl Prasarana din Sarana.
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BAE V
ESELON
Pasz! 10

Kepala Unit sebagaimana dimalsud dalam Pasal 6 adalah Jabatan
Stru.iural Eselon I A

Kepnia Subbagian sebagaimanz dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2)
adalsh Jabatan Strukiural Eselon IV A.

Kep-ia Seksi sasbagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan
Pasa| 9 ayat (2) adalah Jabatan Struktural Eselon IV A.

BAE Vi

TATA KERJA

Pasal 11
Dali m melaksanakan tugas dan fungsinya Unit Pengelola Kebersihan
Pes :sir dan Pantai wajib taat don berpedoman pada ketentuan
pers ‘uran perundang-undangan
Kep.la Unit mengembanakan hkoordinasi dan kenja sama dengan
Saluan Kerja Perangkat Daerzh, Unit Keria Perangkat Daerah

danatau Instansi terkat dalam rangta meningkatkan kinerja dan

memnperlancar pelaksancan lugas dan fungsi Unit Pengelola
Kebersihan Pesisir dan Pantai.

Paszl 12

Kepala Unit, Kepala Subbagian d¢an Kepala Seksi pada Unit Pengelola
Kebersil:an Pesisir dan Pantai wajib melaksanakan tugas masing-masing
sesuai dengan kelentuan peraiuran perundang-undangan serta
menerap-<an prinsip koordinasi, kera sama, integrasi, sinkronisasi,
simplifik- si, akuntabilitas, lransparansi, efeklivitas dan efisiensi.

(1)

(2)

Pasal 13

Kep-ia Unit, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi pada Unit Pengelola
Keb rsihan Pesisir dan Pantai wajib memimpin, mengoordinasikan,
mer. arzhkan, memberian Simbingan, membernkan petunjuk pelaksanaan
tugs =, membina dan menilai kinesja bawahan masing-masing.

Kepzla Unit, Kepala Subbagian dan Kepala Sekst dan Pegawai pada
Unit Pengelola Kebersihan Pesisir dan Pantai wajib mengikuti dan
mer atuli penniah kedingsan alasan masing-masing sesuai dengan
ketertuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
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~asal 14

Kepala Unit, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi pada Unit Pengelola
Kebersihan Pesisir dan Pantai wajib mengawasi dan mengendalikan
pelaksansan fugas bawahan masing-masing serta mengambil langkah-
langkah vang diperiukan apabila menemulkan adanya penyimpangan
dan/atau indikasi penyimpangan.

(1)

(2)

(1

(2)

(1)

(@)

(3)

(1)

Pasal 15

Kepa'= Unit, Kepala Subbacian, Kepala Seksi dan Pegawai pada Unit
Peng=lolz Kebersihan Pesisir dan Pantai, wajib menyampaikan
laporen pelaksanaan fugas (termasuk kendala yang dihadapi dalam
pelaksanaan tuoas) kzpada atasan masing-masing sesuai dengan
keten uan peraturan perundang-undangan yang beriaku.

Atasen yang menerima laperan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
menindaklanjuti dan menjadikan laporan yanq diterima sebagai bahan
peng=mbilan keputusan sesuai dengan kewenangan masing-masing.
Pasal 16
Sekreiariat Daerzh melalui Biro Ortala melaksanakan pembinaan
kelembagaan, letatalaksanaan dan  pelaporan terhadap Unit
Pengclola Kebersihan Pesisir dan Pantai sebagai bagian dan
pembinazn kelembagaan, kotatalaksanaan dan pelaporan Dinas.
Keteniuan lebih lanjut mengenal pambinaan sebagaimana dimaksuid
pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubermur ini

BAB VIl
KEPEGAWAIAN
Pasal 17

Pegzwvai Negeri Sipil pads Unit Pengelola Kebersihan Pesisir dan
Pant: | merupakon Peoawail Negeri Sipil Daerah.

Pengulolaan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilaksanakan s=sual  dengan ketentuan peraturan perundang-
undaingan bidanc kepegawaian.

Dalar. pelaksanzan Pengololaan  Kepegawaian, Unit Pengelola

Kebe sihan Pesisir dan Pantai mendapat pembinaan dan Sekretaris
Daer: h melalui EKD berkoardinas: dangan Biro Ortala sebagai bagian

dan p>mbinaan Dinas.
SAEB Vil
KEUANGAN
Pasal 18

Belana pelaksenaan lugac dan fungs: Unit Pengelola Kebersihan

Pesicr dan Pantai dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Bela: :a Daerah.



(2)
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(2)

(1)

(@)

(1)

(2)

(1)

(2)
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Peng-lolaan belanja sebagaimana dimaksud pada 2ya
dilaks“nakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
keuaigan negara/daerch.

Pasal 19

Pencapatan yarg bersumber darl pelaksanaan tugas dan fungsi Unit
Pengelola Kebeorsihan Peaisir dan Pantai merupakan pendapatan
daerah.

Pengelolaan pendapalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilak:anakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undargan keuangan negara‘/daerah.

BAB IX
ASET
Pasal 20

Aset vang dipergunakan oleh Unit Pengelola Kebersihan Pesisir dan
Pant:i scbagail prasarana can sarana kerja merupakan aset daerah
dengon status kekayaan dacrah yang tidak dipisahkan,

Pengelolaan asel atau prasarana dan sarana kerja sebagaimana
dimaisud pada ayal (1), dilaksanakan sesuai dengan ketenluan
peraturan perundang-undancan keuangan negara/daerah dan ketentuan
peraiuran perundang-undangan bidang pengelolaan barang milik
negara/daerah,

Pasal 21

Pras.irana dan sarana kerja yang citerima dalam bentuk pemberian,
hibah atau bantuan dari Pihak Ketiga kepada Unit Pengelola
Kebe sihan Pesisir dan Panlai dalam rangka pelaksanaan tugas dan
fung: nya merupzkan penenmaan barang daerah.

Penc imaan barang daeraly sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
sege a dilaporkan kepada l“epala Dinas untuk selanjutnya dilaporkan
kepz la Kepala EPKD selziw Pzjabat Pengelola Keuangan Daerah
seka gus Bendahara Umum Dazerah untuk dicatat dan dibukukan
sebacai aset dacrah.

BAE X
FORMASH JAEATAN DAN STANDAR PERALATAN KERJA
Pasal 22
Kepala Unit dibantu oleh 1 (satu) orang Kepala Subbagian Tata
Usahia, 1 (satu) orang Kepala Seksi Operasional dan 1 (satu) orang
Kepr!a Seksi Prosarana dan Sammna sebagai bawahan langsung.
Kepsia Subbagian Tata Usaha dibantu sebanyak-banyaknya oleh

10 (sepuluh) crang Pejabat Fungsional Umum/Tertentu sebagai
baw:han langsung.



(3)

(4)

(5)

(6)

(1)

(2}

(1)

(2)

{3)
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Kepes Seksi Operssionzl dibantu sebanyak-banyaknya oleh
49 (epal puluh sembilan) orang Pejabat Fungsional Umum/Terentu
sebarai bawahan lang=ung.

Kepea Seksi Prasarzna ¢an Sarana dibantu sebanyak-banyaknya
cleh 1 (empal) orang Pejzbat Fungsional Umum/Tertentu sebagai
bawsz han langsung.

Rinci=n formasi jabatan sebzgaimona dimaksud pada ayat (2), ayat (3)
dan =yal (4) sehagaimana iercantum calam Lampiran Il Peraturan
Gube mur ini.

Rincicn formas jabatan sebagamana dimaksud pada ayat (5)
men;.di acuan pencajuan kebuluhan pegawai Unit Pengelola
Kebersihan Pesisir dan Panlai.

Pasal 23

Stan_ar peralsian k=rja minimal setiap jabatan sebagaimana
dimo«sud dalam Pasal 22 sebagaimana tercantum dalam Lampiran 11
Perguran Gubemur int

Stannar peralatan kenz minmal sebagaimana dimaksud pada ayal (1)
men/adi acuan pengadaan paralatan kerja Unit Pengelola Kebersihan
Pesi-ir dan Panlai.

BAB XI
PELAPCRAN DAN AKUNTABILITAS
Pasal 24

Unit Pengelola Kebersihen Pesisir dan Pantai menyusun dan
men - ampaikan laporan ber<ala tshunan, semester, tnwulan, bulanan
dan/slau sewakiu-wakiu kenada Kepala Dinas Kebersihan.

Lapcran sebagaimanz dim=ksud pada ayat (1), antara lain meliputi
lapoian :

a. kobutuhan, kekurangan dan kelebihan pegawai;

b. kz=uangan dzn kineia;

c. k=butuhan, kekurangan dan kelabihzn barang alau prasarana dan
£arana kernja;

d. &.untabilitas; dan

e [ 2laksanaan kegiatan.

Sela laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala
Unit nenvampailan laporan pelaksanaan penanganan kebersihan pesisir
dan anta) pulau-pulau di Kepulauzn Serbu secara berkala atau insidentil
kepa'a Bupati Kabupaten Adminstrass Kepulauan Serbu melalui
Sekre aris Kabupoten,

Pasal 25
Dalarm rangka zkuntabifilas Unit Pengelola Kebersthan Pesisir dan

Pant.. mengembangkan sistem pengendalian internal sebagai bagian
dari sistem peng2ndalian internal Dinas.
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SAB Xl
PENGAWASAN
Pasal 26

Pengaws 'an terhacap Unit Pengelola Kebersihan Pesisit dan Pantal
dilaksans an oleh :

a. Lembsga Negara yang mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan
tangg 'ng jawab keuanoan neqgara.

b. Apar:: pemeriksz intermal pemennlah; dan
c. Inspelioral.

BAB XN

KETENTUAN PENLUTUP

Pasal 27
Peraturan Guhemur ini muai berlaku pada tanggal diundangkan.
Aagar setic 0 orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Dacrah Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jalarta.

Ditetapkan di Jakarta
pacatanggal 13 Juli 2010

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS

Diundangkan di Jakarts
pada tanggal 20 Juli 2010

SEKRETARIS DAERA| PROVING! DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

HAYAT
NIP 050112362

BERITA DAERAH PROVINS| DAERAH KEUISUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 7010 NOMOR 12



Lampiranl: Perzturan Gubemnur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 136 TANUN 2010
Tanggal 13 Juli 2010

BAGAN SUSUNAN ORGANISASH
UNIT PENGELOL/. KEBZRSIHAN PESISIR DAN PANTAI

KEPALA UNIT |

1

| SUBBAGIAN

i TATA USAHA
L |

SEKS! SEKE]
OPERASIONAL PRASARANA DAN
SARAMNA

GUBERNUR PROVINS| DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,




Lempiran 1 .

Ibukata Jakarta

Nomor
Tanggal

136 TAHUN 20
13 Juli 2010

FORMAS! JABATAN PADA
UNIT PENGELOLA KEBERSIHAN FESISIR DAN PANTAI

— — - — s T —

Nama Jabatan I

Syarat Pendidikan

Perzturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus

10

Eselon

Kepala Unit

S1 Teknx/imu Humaniora
| Diklat Manajermen Strategis
| Diklat Pimpinan Tk. Il

Diklat Teknis Substantif

Kepala Subbagian TU

1. Pengadministrasi Umum

2. Pengadministrasi Kepegawaian

3. Pengurus Rumah Tangga

4. Pengelola Keuangan

DI Admunistrasi

| DIl Administrasi

S i

_Jwﬂaﬂ_ A
I:

ma | 1

S1 tmu Sesiallimu Humaniora
| Dikiat Pimpinan Tk IV

Dikiat Admnistrasi Perkantoran
Diklat Administrasi Kepegawaian
Diklat Teknis Substantif

Diklat Adminictrasi Perkantoran
Dikiat Kearsipan
Diklat Kompuizr Perkantoran

D Il Administras

Diklat Adminisirasi Perkantoran
| Diklat Kearsipan

Dikiat Siafistik

Diklat Komputer Perkantoran

VA 1

]

pa |

| Diklat Eandaharawan Barang
Diklat Komputer
Diklat Pengadaan Earang dan Jasa |

D iil Ekonomu
Dislat BEendaharawan barang

Dillat Akuntansi Pemerintahan [
Diklat Komputer Perkantoran

| Dixlat Kearsipan

5. Bendahara Pengeluaran
Pembantu

—_— — e ——

6. Pembantu Bendahara

D Il Akuntansi
Diilat Bendaharawan

Diiat Axuntansi Pemarintahan i
Diklat Komputer

D!l Ekonomi |
Diklat Bendaharawan

Dildat Akuntansi Pemerintahan |
Dillat Komputer Perkanloran

Di'Jlat Kcarsipan

T

SEITs




P Sy —_— L ______i_ S
No Nama Jabatan ' Syarat Pendidikan | Eselon Jumiah
7. Pengadministrasi Keuangan | D | Ekonomi R
| Dik'at Komputer Perkantoran '
| Diklat Kearsipan }
8. Caraka - _"_h!ﬁ_m_u_uﬁ'_ - ] __4[' E
—— | Ditdat Kearsipan | i (i
== . Jumlah | 1
I ——— I—— —— e, —— S = ey gl - =

il | Kepala Seksi Operasional S1 Teknidiimnu Sosaviimy Humanior A1 1
| Ditiat Pimpinan Tk IV
Diklat Acministrasi Perkantoran 1
Dik!at Telnis Kebersinzn i I
l |
|
|

1. Pengadministrasi Operasional | D Il Administrasi O

3
Diklat Adminisirasi Perkantoran ‘
Diklat K2arsipan
‘ Duidat Kemputer |
N N A R S
2. Pengawas Operasional *SL [A Teknik '
| Diklat Teknis Kebersihan 1I
|
13 Petugas Operasional T 5 T e S 32
Dikiat Substantit
|4 Nahkoda o SLTA Teknik I
. |DkatPelayaran l o
i T o - ) “Jumlah 50
IV. | Kepala Seksi Prasarana dan Sarana | 57 Tehniviimu Sosiallmu Humaniora ] VA | 1
Diliat Pirmpinan Tk IV
Diklat Administrasi Perkantoran |
Diiat Teknis Substantif i
1. Pengawas dan Pengendal | SLTA Toknik ' ' 1T 1T
Mekanik Dil:iat Texnis Substantif
— . e s = e
2. Petugas Mekanikal SLTA Tekmik 3
Diklat Teknis Substantif
L —_—r | | I
e e e . 1 [ e

Jumlah Total 67

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

F owo



Lampirarn i ;

Perzturan Gubermur Provinsi Daerah Khusus
Ibukcta Jakaria

Nomor 136 TAHUN 2010
Tanogal 13 Juli 2010

STANDAR PERALATAN KERJA PADA
UNIT PENGELOLA KEBERSIHAN PZSISIFE DAN PANTAI

MNo

Nama Jabatan

Kepala Unit

Kepala Subbagian Tala Usaha

2. Pengadministrasi Kepegawaian

3. Pengurus Rumah Tangga

4. Pengelola Keuangan

5. Bendahara Pengeluaran Pembanty

s e e

! Alat Kerja ' Jumiah K
Minibus - 1 unit
Notcbook 1 unit
Komputer 1 unit
Prnter } 1 unit

' Telepon 1 buah

ljfliﬂg Kabinat ' 2 buah

T Komputer | 1 umt

: Prinler 1 unit
Teleoon | 1 buah
Fillirg Kahinet | 2 buah
Kamputer LT unit
Prnier | 1 unit
Teleson ; 1 buah

| Faksimile 1 buah
Fillirg Kabinet 2 buah
Komputer 1 unit
Printer 1 unit
Mesin Absensi 1 buah
Filling Kabinet 1 buah
LCD Projector 1 unit

| ScreenfLayar Sorot 2 unit
Komputer 1 wunit
Printar 1 unit
Filling Kabinet 1 buah
Komputer P 1 umt
Printer 1 unit

' Mesin Hitung 1 buah
Mesin penghancur Kertas 1 buah
Filling Kabinet 1 buah
Komouter 1 unit
Prirter 1 unit
Brankas 1 buah
Telepon | 1 buah

' Mesin Hitung I 1 buah
Filling Kabinet | 1 buah




{ Alat Kerja

No Nama Jabalan | Jumiah
6. Pembantu Bendahara [ Komputer | 1 unit
Prin'~r I 1 unit
Mesia Hitung \ 1 buah
| Filling Kabinet 2 buah
7. Pengadministrasi Keuangan ~ | Komputer ' 1 unt |
| Print~r 1 undt
Mesin Hitung 1 buah
Filling Kabinet l 1 buah
8. Caraka | Sep=daMotor T 1 unit |
 __ |FiingKabinet _ | 1 buah |
NI . NS S " G
Ill. | Kepala Seksi Operasional Kencaraan Operasional | 1 unit
Komoputer 1 unit |
Printer 1 unit
iTclepun 1 unit
Radn Komunikasi (HT) 1 unit
Filling Kabinet 2 buah
1. Pengadministrasi Operasional | Komputer 1 unit |
Printar 1 unt
| Telegon 1 unit
Filling Kabinet 3 buah
e L e e i | 1l ey e — S e | i |
2. Pengawas Operasional ' Kapo! Bermotor Peralatan T ]
Kerja Teknis 1 7 unit
3. Petugas Operasional | Peruiatan Kena Teknis | =
' Kapal Bermotor 7 unit
Truk Sampah 5 unil
4, Nahkoda - lKaEat?etii_rsihan B | 7 _unit
|
IV. | Kepala Seksi Prasarana dan Sarana © Komouter ‘ : 1 unit
Prinier 1 unit
| Telepon 1 unit
Filling Kabinet 2 buah
1. Pengawas dan Pengendali Mekanik | Per-iatan Kerja Teknis 1 ' B
Filling Kabinot ! 1 buah '
| i
| 2 Petugas Mekanikal o | Peralatan Kerja Teknis ]
s - __ |FitingKasbinet | 3 buah

CUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKQTA JAKARTA,




